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BUPATI LAMPUNG TIMUR
 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR 
NOMOR : 02. TAHUN 2007 

TENT ANG 

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT 
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI L1NGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 

BUPATI U\MPUNG TIMUR, 

Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme Pegawai 
Negeri Sipil , maka perlu diberi kesempatan kepada mereka untuk melanjutkan 
pendidikan baik melalui pemberian tugas belajar dan izin belajar kejenjang yang 
lebih tinggi ; 

b. bahwa mengingat perkembangan situasi dan kondisi saat ini , rnaka ketentuan ­
ketentuan mengenai tugas belajar dan izin belajar sebagaimana diatur dalam 
kepulusan Bupati l.ampunq Timur Nomor : 7.a Tahun 2005 dipandang tidak sesuai 
lagi sehingga perlu diganti ; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati 
tentang Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Penyesuaian Kenaikan Pangkat 
Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah. 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukkan Kabupaten Oaerah 
Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya 
Daerah Tingkalll Metro (Lembaran Negara R.1. Tahun 1999 Nornor 46, Tambahan 
Lembaran Negara RI. Nomor 3825) ; 

2.	 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI. 
Tahun 1999 Nomor 169) ; 

3.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerntahan Daerah (Lembarani.t",, ::2\
" "	 '~	 Negara RI. Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 

4437) ; 
4.	 Peraluran Pemerin tah Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 99 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pang kat Pegawai Negeri Sipil ; 
5.	 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 ten tang Wewenang Pengangkatan, 

Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara R.1. 
Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4263) ; 

6.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tirnur Nomor 38 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Daerah Kabupaten .$ebagai Daerah Otonom ; 

7.	 Peraturan Daerah Kabupalen Lampung Timur Nomor 39 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tala Kerja Sekretariat Daerah , Sekre tariat DPRD dan 
Pemerintah Kecamatan Kabupaten Lampung Timur ; 

8.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 40 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Lampung 
Tirnur : 

9.	 P m;1Il lli.1I 1 Daorah 1<;llJlIpall;ll l.ampunq Timur Nomor 41 Tahun LOUD lenlang 
Pembentukan Orq anisasi dan Tala Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 
Lampung Tirnur ; 



MEMUTUSKAN:
 

Menetapkan .	 PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUGA8 BELAJAR, IZIN BELAJAR, 
DAN PENYESUAIAN KENA.IKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL 01 
LINGKUNGAN PEMERINTAH OAERAH. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1.	 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur ; 
2.	 Bupati adalah Bupati Lampung Timur ; 
3.	 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur ; 
4.	 Bagian Kepegawaian adalah Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten 

Lampung Timur yang secara fungsional bertanggung jawab dalam pelaksanaan 
seleksi administratif penunjukkan Pegawai Negeri Sipil dalam Tugas Belajar, Izin 
Belajar dan Penyesuaian Kenaikan Pangkat ; 

5.	 Kepala Unit Kerja adalah Kepala Unit I Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Lampung Timur ; 

6.	 Tugas Belajar adalah penugasan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah 
Oaerah Kabupaten Lampung Timur untuk mengikuti suatu pendidikan formal pada 
jenjang pendidikan 0.111 1 8.1, 8.2. dan 8.3. guna memperoleh suatu ilmu 
pengetahuan sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki, dengan biaya pendidikan 
dibebankan kepada Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBO) 
Pemerintah Oaerah Kabupaten Lampung Timur atau sumber-sumber lainya ; 

7.	 tzin Belajar adalah izin yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tirnur untuk mengikuti suatu pendidikan 
formal pada jenjang pendidikan lebih tinggi yang berkaitan dan atau sesuai 
dengan tempat dimana yang bersangkutan bertugas, dengan biaya pendidikan 
ditanggung oleh Poqawai NeDQri Sipil yClng bersanqkutan serta pclaksanaannya 
lidak rnenggangu jam kerja dan tugas-tugas kedinasan ; 

8.	 Pengukuhan Izin Belajar merupakan rekomendasi yang diberikan oleh Pemerintah 
Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai pengganti Izin Belajar ; 

9.	 Penyesuaian Kenaikan Pangkat merupakan Ujian Penyesuaian Ijazah diberikan 
kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan usul kenaikan pangkat 
karena mempunyai Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (8TT8) yang lebih tinggi 
dan telah memiliki Surat Izin Belajar I Pengukuhan Izin Belajar. 

BAB rl
 

KEBIJAKAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
 

"Pasal 2
 

(1)	 Kebijakan pemberian Tugas Beiaiar menjadi wewenang Bupati setelah mendapat 
pertimbangan Sekretaris Daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah ; 

(2)	 Kebijakan pemberian Izin Belajar menjadi wewenang Bupati setelah mendapat 
pertimbangan Sekretaris Oaerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah 
atau Pejabat lain yang ditunjuk ; 
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Pasal 3 

(1)	 Tugas Be/ajar diberikan kepada Peqawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan 
yang berlaku dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan 
profesionalisme, dalam pelaksanaan tug as-tugas tertentu yang sangat dibutuhkan 
o/eh Pemerintah Daerah ; 

(2)	 Izin Belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan 
yang berlaku dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan 
profesionalisme, dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang sangat dibutuhkan 
oleh Pemerintah Daerah ; 

(3)	 Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan didalam 
negeri atau diluar negeri ; 

(4)	 Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada a~/?t (2) diberikan sepanjang tidak 
menggangu tugas dinas sehari-hari . 

BAB III 

DASAR PENUNJUf<AN PEGAWAI TUGAS BELAJAR 

Pasal4 

Dasar penunjukan lerhadap Peg;lwai Negeri Sipil Tugas Belajar adalah : 

a.	 Kebutuhan riil Pemerintah Daerah terhadap bidang studi yang bersangkutan ; 
b.	 Kemampuan Keuangan Daerah dalam hal pembiayaan ; 
c.	 Penilaian terhadap kondisi Calon Peserta Tugas Belajar, baik dari segi 

kemampuan intelektualitas (kecerdasan), loyalitas, dedikasi, dan tanggung jawab 
terhadap pekerjaan. 

Pasal5 

Bidang studi dan keahlian (disiplin ilmu) yang akan ditempuh oleh Calon Peserta 
Tugas Belajar diselaraskan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah dengan 
persetujuan Bupati . 

BABIV 

PEI~S YAF~ATAN IJEGAWAI TUGAS BELAJAR 

l3 i1gi ;:111 Pertama 
fJersyaralan Umurn 

Pasal6 

Tugoo 13olojor eJiI)Olil< illl IWpiHl il f100 llwni NO(Juri Sipil yono lolnll mornonulli 
persyaralan umum scbaqai berikul : 

a.	 Te/ah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil ; 
b:	 Telah menunjukan preslasi kerja yang baik dalam melaksanakan tugas sehari­

hari, yang dinyatakan secara tertulis oleh Kepala Unit Kerja yang bersangkutan ; 
c.	 Memiliki DP3 dimana setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) 

tahun terakhir. 



.
Bagian Kedua
 

Persyaratan Khusus
 

Pasal7 

,- ....;. 

Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pemberian Tugas 
Belajar harus memenuhi persyaratan-persyaratan khusus sebagai berikut : 

a.	 Untuk tingkat pendidikan Sarjana Muda ( D. III ) atau yang sederajat : 
1). pendidikan SLTA atau Sederajat ; 
2). telah memiliki masa kerja dilingkungan pemerintah daerah sekurang­

kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat terakb ir (masa kerja Calon Pegawai 
Negeri Sipi! tidak dihitu ng) ; 

3) . lulus seleksi admin istrasi yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan yang 
di tuju dan Pemerintah Daerah ; 

4) . persyaratan Akademik lainnya yang telah dite tapkan oleh perguruan tingg i ; 

b.	 Unluk lingkill P()lldidik,1I1 Stllj il il il (5.1) alau yang sederojat : 
1). pendidikan SLTA / Sederajat atau Diploma III (sarjana muda) ; 
2) . telah memiliki masa kerja dilingkungan pemerin tah daerah sekurang ­

kurangnya 2 (dua) tahun dalam pang kat terakhir (masa kerja Calon FJegawai 
Negeri Sipil tid ak dihitung); 

3) . lulus seleksi administrasi yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan yang 
di tuju dan pernerintah daerah ; 

~ ) . porsynrntan A\i;H!C) llIik I;lilli lyil Yllno !C)! ,lll dilolapk.m oleh porquru.m tinmJi ; 

c.	 Untuk Tingkat Pendidikan Pascasarjana (S.2) atau yang Sederajat : 
1) .	 berpend idikan S.1 (Sarjana) atau Diploma IV tertentu dengan Indeks Prestasi 

Komilatif (IPK) serendah-rendahnya 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) untuk 
disi pl in llmu-ilmu Sosial dan Indeks Prestasi Komula fif ( IPK ) serendah ­
rcndahnya L ,~O (cJ U<.1 koma lima puluh) untuk disiplin 1I1ll1l - ilruu Eksakla 
dengan Ijazah Uj ian Negara ; 

2) .	 pangkaUgolongan ruang serendah-rendahnya Penata Muda (III/a) ; 
3) .	 lelah memiliki masa kcrja dilingkungan pemerinlah dserah sekurang­

ku rangnya 2 (dua) lahun dalarn panqkat lerakhir (masa kerja Calon Pl=?gawai 
Negeri Sipil tidak dihitung) ; 

4).	 lulus seleksi admin islrasi yang lelah ditetapkan oleh lernbaga pendidikan yang 
di luju dan Pernerinlah Daerah ; 

5). persyaratan Akademik lainnya yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi ; 

d.	 Untuk Tingkat Program Doktor ( S.3 ) atau yang Sederajat : 
1). memiliki latar belakang pendidikan Pascasarjana (S.2) ; 
2) . pangkat / golongan ruang serendah-rendahnya Penata Muda Tingkat I (III/b) ; 
3). telah memiliki masa kerja dilingkungan pemerintah daerah sekurang­

kurangnya 2 (du a) tahun dalarn pangkat terakhir (masa ke rja Calon Pegawai 
Negeri Sipil tidak dih itung) ; 

4). menduduki Jabatan Stru ktusa l pal ing rendah Eselon IV-a; 
5) . lulus seleksi administrasi dan akademik yang dilaksanakan oleh pemerintah 

daerah ; 
6). persyaratan Akademik lainnya yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi ; 

Pasal8 

Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil , disamping telah memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7, harus terlebih dahulu 
mendapatkan persetujuan dari Pimpinan / Kepala Unit Kerja yang bersangkutan. 



f" " 

"
 

BABV 

HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI YANG MEMPEROLEH TUGAS BELA-JAR 

Bagian Pertama
 
Hak
 

Pasal 9
 

(1)	 Pegawai yang memperoleh Tugas Belajar selama mengikuti pendidikan tetap 
diberikan hak-hak kepegawaian kecuali tunjangan jabatan ; 

(2)	 Disamping hak-hak kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada 
yang bersangkutan diberikan biaya pend id ikan yang ditetapkan oleh Bupati . 

Bagian Kedua
 
Kewajiban
 

Pasal 10
 

(1)	 Pegawai yang memperoleh Tugas Belajar waj ib menyelesaikan studinya dalam 
batas waktu sebagai berikut : 
a.D.111 : 4 tahun 
b. S.1 : 5 tahun bagi pegawai yang mempunyai basis pendid ikan 

SLTA / Sederajat dan 2 tahun bagi pegawai yang 
mempunyai basis pendidikan 0 III / Sederajat ; 

c. S.2 : 3 tahun ; 
d. S.3 : 5 tahun ; 

(2)	 Pegawai Negeri Sipil yang rnemperoleh Tugas Belajar selama mengikuti 
pendidikan wajib melaporkan studinya setiap semester kepada Bupati ; 

(3)	 Pegawai yang memperoleh Tugas Belajar yang telah rnenyelesaikan 
pendidikannya wajib rnembuat laporan secara tertulis kepada Bupat! selambat­
lambatnya 1 (satu) bulan sejak pegawai yang bersangkutan menyelesaikan 
pend id ikannya ; 

(4)	 Pegawai yang memperoleh Tugas Belajar yang telah selesai wajib mengabdi 
kepada pemerin tah daerah. 

BAR VI 

IJl m SIJ ]lJI \ H :MBEJ\IAN TUGAS 13EI_AJN \ 

Pasal 11 

(1)	 Prosedur Penugasan Pegawai untuk mengikuti Tugas Belajar adalah sebagai 
berikut : 
a.	 Bupati melakukan identifikasi dan pengkajian terhadap bidang studi yang 

dibutuhkan oleh Pernerintah Daerah dan atau pengkajian terhadap penawaran 
program studi oleh Perguruan Tinggi Negeri yang ditunjuk oleh Pemerintah 
Pusal ; 

b.	 Bupati membual Sural Edrran kepada seluruh Saluan Kerja lenlang 
PonawarenProqram SlucJi yang cJ ibulul1kan oieh PemerinlahDaorah ; 

c.	 PNS yang berm inat mengajukan usul untuk mengikuti seleksi Tugas Belajar 
Ilflp : IlI :1 I l il 111 1ill : 1I 1 1111 i l I ::; III1:II I I\ (I l j:l. 

Ii	 l'illlpill ;1I1 11111 1 1 : ;; 11 11; 11 1 h 'I\;\ 11 11 '11 ,,111 1d :1I1 III I IJ I II '1IJ llllil l: ll llI k :111 I 'I ' I I: IW;I I y: IIH I 

d lCi liu l ll\ , 111 11111 111, 11 1 () II ~ Jl k ll t l 0 () luk~)1 Iuqas lJlJI tlJili . 
c.	 Pimpinan Unil / Salunn Kerja rnenqaiukan Usul Calon Pcserta Seleksi 

Pegawai Tugas Belajar kepada Bupati melalui Bagian Kepegawaian ; 
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f. Bagian Kepegawaian berkewajiban menerima usulan pencalonan dari Unit 
Kerja dan selanjutnya menginventarisir ( seleksi administrasi ) dan seleksi 
Akademis terhadap berkas PNS yang berminat untuk mengikuti Pendidikan 
Tugas Belajar ; 

g, Bagian Kepegawaian menqajukan nama-nama PNS yang lulus seleksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Sekretaris Oaerah untuk 
memperoleh rekomendasi untuk mengikuti tes di Perguruan Tinggi ; 

h. Jika yang bersangkutan dinyatakan lulus oleh Perguruan Tinggi yang dituju, 
selanjutnya diterbitkan Keputusan Bupati ten tang Penugasan PNS yang 
bersangkutan untuk Tugas Belajar. 

(2)	 Alur prosedur pemberian tugas belajar sebagai mana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini. 

BAB VII 

PERSYARATAN IZIN BELAJAR 

l3iJ ~Jiilll Kosatu 
Persyaralan Umurn 

Pasal12 

Izin Belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan 
umum sebagai berkut : 

a.	 Telah berstatus sebagai Pegawai t~egeri Sipil sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun 
dalam pangkat terakhir (rnasa kerja Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dihitung) ; 

b.	 Telah menunjukkan prestasi kerja yang baik dalam melaksanakan tugas sehari­
hari , yang dinyatakan secara tertulis oleh Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan; 

c.	 Lembaga pendidikan yang dituju harus sudah terakred itasi oleh Badan Akreditasi 
Nasional (BAN) Oepartemen Pendidikan Nasional Oirektorat Jendral Pendidikan 
Tinggi dan bukan kelas jauh I kerjasama kecuali Universitas Terbuka ( UT ), 

Bagian Kedua 

Persyaratan Khusus 

Pasal13 

Selain persyaralan urnu rn sebaqairnana dimaksud pada pasal 12, pernberian Izin
 
Belajar harus memenuhi persyaratan-persyaratan khusus sebagai berikut :
 
a, Untuk tingkat Sarjana Muda (0-111) atau sederajat ;
 

1) ,	 pendidikan SLTA atau scderaial ; 
2) ,	 telah memiliki masa kerja di lingkungan pemerintah daerah sekuranq ­

kurangnya 1 (satu) tahun dalam pang kat terakhir (rnasa kerja Calon Peqawai 
Negeri Sipil tidak dihitung) ; 

3) .	 persyaratan Akadernik lainnya yang telah ditelapkan oleh perquru an tinggi . 

b.	 Untuk tingkat pendidikan sarjana (S .1) atau yang sederajat : 
1). berpendidikan setinqkal SLTA I sederajal atau Diploma III (Sarjana Muda) ; 
2) , telah memiliki rnasa kerja di lingkungan pemerintah daerah sekurang­

kuranqnya 1 (satu) lahun dalam pangkallerakhir (masa kerja Calon I)egawai 
3) , persyaralan Akadernik IClinnya yang ditetapkan oleh perguruan linggi . 
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c.'	 Untuk Tingkat Pendidikan Pascasarjana (S.2) atau yang sederajat : 
1). berpendidikan setingkat 8.1 / sederajat atau D.IV ; 
2) . pangkat / golongan ruang serendah-rendahnya Penata Muda (III / a) ; 
3) . telah memiliki masa kerja di lingkung an pemerintah daerah sekurang­

kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir (masa kerja Calon Pegawai 
Negeri 8ipil tidak dihitung) ; 

4). persyaratan Akademik lainnya yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi . 

d.	 Untuk Tingkal Program Doktor ( S.3 ) atau yang sederajal : 
1) . berpendidikan setingkat 8.1/ sederajat ; 
2) . pangkat / golongan ruang serendah-rendahnya Penata Muda Tingkat I (III/b) ; 
3) . telah memiliki masa kerja di lingkungan pemerintah daerah sekurang­

kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir (masa kerja Calon Pegawai 
Negeri 8ipil tidak dih itung) ; 

4) . persyaratan Akademik lainnya yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi. 

BAB VIII 

PROSEDUR PEMBERIAN IZIN BELAJAR 

Pasal14 

(1)	 Prosedur pemberian Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut : 
a.	 Pegawai Negeri Sipil mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala 

Bagian Kepegawaian dengan persetujuan Pimpinan Unit / Satuan Kerja ; 
b.	 Kepala Bagian Kepegawaian memproses permohonan tersebut untuk 

diterbitkan izin dari Bupati ; 
c.	 Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk mengeluarkan Izin Belajar atas 

permohonan dari Peqawai Negeri Spil yag bersangkutan . 

(2)	 Pemberian Izin Belajar bagi Pegawai t-.Jegeri 8ipil, disamping telah memenuhi 
persyaralun sUIJ(J ~Jllilll(J n<.1 dill li.l ksuu padu pastIl 12 harus rnunu <.lpill porsoluiaan 
dari Pirnpinan Unit / Saluan keria yang bersangkutan 

(3)	 Alur prosedur pemberian izin belajar sebagai mana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini . 

Pasal15 

(1)	 Pada saat berlakunya peraturan ini , bagi Pegawai Negeri Sipil yang sedang 
mengikuti pendidikan kejenjang yang lebih tinggi tetapi belum memiliki izin belajar, 
waj ib memil iki izin belajarpaling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan peraturan 
ini ; 

(2) Izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , berlaku bagi Pegawai Negeri 
8ipil yang sedang menempuh pend id ikan paling lama 2 (dua) semester. 

BABIX 

PENGUKUHAN IZIN BELAJAR 

Pasal 16 

(1)	 Bagi seseorang sewaktu diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sed ang 
menempuh dan atau telah menyelesaikan pendid ikan yang lebih tinggi dan bagi 
Pegawai Negeri 8ipil sebelum diterbitkannya Peraturan in i sedang menempuh I 
telah menyelesaikan pendid ikan yang lebih tinggi , maka Pegawai Negeri Sipil 
yang bersangkutan agar melapor secara tertulis kepada Bupati untuk 
mendapatkan Pengukuhan Izin Belajar sebagai pengganti Izin Belajar ; 



(2)	 Pengukuhan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil yang sedang mengikuti 
pendid ikan kejenjang yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , 
hanya diberikan kepada mereka yang telah mengikuti pendidikan sekurang ­
kurangnya 3 (tiga) semester; 

(3)	 Alur Pengkuhuan Izin Belajar sebagai mana dimaksud ayat (1) adalah tercantum 
dalam Lampiran II Peraturan ini. 

BAB X 

PENYESUAIAN BASIS PENDIDIKAN DAN 
KENAIKAN PANGKAT 

Pasal17 

(1)	 Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki Pangkat / Golongan Penata Muda 
(III/a) keatas dan yang bersangkutan sedang atau telah menyelesaikan 

. pendidikan yang lebih tinggi sebelum diterbitkannya peratu ran ini serta telah 
memiliki Izin Belajar / F'engukuhan Izin Belajar, maka ijazah Pendidikan yang 
bersangkutan dapat dipergunakan untuk penyesuaian basis pendidikan / pensiun ; 

(2)	 Penyesuaian basis pendidikan / pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , 
diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan yang'1. ditentukan oleh pemerintah daerah ; 

Pasal 18 

(1)	 Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki Ijazah Pendidikan yang lebih tinggi 
dan telah mendapatkan Izin Belajar / Pengukuhan Izin Belajar dari Bupati , maka 
Ijazah tersebut dapat dipergunakan untuk Penyesuaian Kenaikan Pangkat / 
Ijazah; 

(2)	 Penyesuaian pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 
diberikan dengan mempertimbangkan formasi sesuai dengan kebutuhan daerah ; 

(3)	 Formasi berdasarkan kebutuan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditentukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ; 

(4)	 Alur Penyesuaian Kenaiakan Pangkat / Ijazah sebagai mana dimaksud pada ayat 
(1) tercantum dalamLampiran III fJeraturan ini . 

BAB XI 

SANKSI 

Pasal19 

Pegawai Negeri Sipil yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajarnya karena 
cikeluarkan dari Lernbaqa Pendidikan . lidilk menyelesaikan pendidikan dalam waktu 
yang dilenlukan dan alau mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan , dikenakan $i3nksi administrative berupa : 
a.	 Pencabutan Tugas Belajar : 
IJ . MI)ll!Wlllldik iI11 ~ ; (:l lll l i l hiilyil Yilll!) Idlll t1 ilwlu illk illl Oll:1l Pl)IIIUIIII!illl lI il omll / 

pcmorintnh pus,ll / pill ll k kctl!)il se!,I1 1\i ] Ytlllg bcts.mqkulun melaksa.1i.1 ki.lI1 '\ ugas 
Belajar. 



Pasal20 

Pegawai Negeri Sipil dengan status Izin Belajar / Pengukuhan Izin Belajar yang tidak 
mengikuti prosedur sebagaimana dimaksud pada Pasal1 4, 15, 16 dan 17 maka ijazah 
yang bersangkutan tidak berlaku baik untuk penyesuaian pangkat / golongan ruang 
maupun untuk perubahan basis pendidikan. 

BAB XII 

PENUTUP 

Pasal21 

(1)	 Hal-hal yang belum diatur dalamPeraluran ini akan dialur lebih lanjut oleh Bupati; 
(2)	 Dengan berlakunya Pera turan ini, maka Keputusan Bupati Lampung Timur 

Nomor : 7.a Tahun 2005 tanggal 05 Juli 2005 tentang Pemberian Tugas Belajar 
dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Lampung Timur dan Surat Edaran Bupati Lampung Timur Nomor : 
800/140 .a/06/UK/2006 tanggal 27 Pebruari 2006 perihal Prosedur Pemberian 
Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku ; 

Pasal 22 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . Agar setiap orang 
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur. 

Ditetapkan di Sukadana 
padatanggal15Januari2007 

BUPATI LAMPUNG TIMUR, 

ttd 

SArONa 

liulldangkan di Sukadana 
ida tanggal 15 Januari 2007 

SEKRETI\RIS [)1\1':I{l\ll , 

ltd 

I WAYAN SUTARJA 

~RITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2007 , NOMOR 02 

Autentifikasi 
KABAG HUKUM DAN ORGANISASI 



'
Lampiran I :	 Peratu-an Bupati Lampung Tirnr 

NOITJ()I" : (72. 1&1 hun '200 1 
Tanggal : 10 jcwwr I 2007 

ALUR PROSEDUR PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL 
DI L1NGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 

.
 

PIMPINAN UNIT KE":~ MENEUTI DAN MEMPERTII "'~,'1GKAN
 

USULANDARI PNS Y.'-',,' oG DICALONKAN MENGIKUTI 5=...=:\SI TUGAS
 
BELAJAR DAN SELA,'i...13NYA MENGUSULKAN CALC", =ESERTA
 

SELEKSI TUGAS SE.....t,JAR KEPADA BUPAT! LAMP_V:; TIMUR
 
MELALUI BAG::XN KE '_GAWAIAN SETDAKAB LAM?_j',G TIMUR
 

~ 

61 

SUPATI MEtE' ~'=K.l,N PERSETUJUAN
 
TENTANG :;>:;': '~R.!.M STUD! YANG
 
DIBUTUH K~\ ::·::R.I...l,ITAN DENGAN
 

DAN.~ .... ~ .' ~G : ::RSEDIA
 

2j l3
 

BUPATIMENETAPKAN BIDANG 
STUDI YANG DIBUTUHKAN 1;{ 

BAGIAN K E P:: :;' ~ N ~ I ;' N MENETAPK.!8 
PEN.AWAR;.', :;- _= OARI LEMB.A.G.:. 

PENDIDIKN, =~\G.:' ~; BERPEOOM.:'}' 4 

BAG!./l.N KEPEGAWAIAN MEMBUAT 
SURAT EDARAN KEPIMPINAN UNIT 

KERJA UNTUK MENAWARKAN 
PADA KETET~.=~ N SUPATIMENGEN.!..! PROGRAM STUDI SESUAI DENGAN 

STUDI v ~"'G Di3UTUHKAN BIDANG STUDI YANG DIBUTUHKAN 

PNS YANG DINYATAKAN LULUS OLEH
 
PERGURUAN TINGGI YANG DITUJU,AKAN
 
DITERBITKAN SK SUPATI LAMPUNG TIMUR
 8 

ENTANG PENUGASAN YANG BERSANGKUTAN ~ 

UNTUK TUGAS BELAJAR 

3U?ATI LAMPUNG TIMUR MENETAPKAN PERSETUJUAN
 
P'=GAWAI TUGAS BE-W AH UNTUK MENGIKUTI SELEKSI
 7CANMENUGASKAN PNS YA.NG TELAH DISTUJUI UNTUK 

r""MENGIKUTI SELEKSI AKA-DEMIS PADA PERGURUAN 
T1NGGI MASING-MASING ATAU YANG DIKOORDINIR OLEH 

BAGIAN KEPEGAWAIAN ~I8IERIMA USULAN FcNCALON!,', 'JARI UNIT 
KERJA DAN MENGINVENTARSIR (SELEKSI ADMINISTRATF ' TERHADAP 
BERKAS PNS YANGAKAN ,"IENGIKUTI TUGAS BELAJAR. 5=' .J..NJUTNYA , 
MENYIAPKAN BAHAN RAP;1,.J" DAN PELAKSANAAN RAPAT ~PERJAKAT 

UNTUK MEMBERI PERTIMB!\NGAN KEPADA BUPATI LAW_NG TIMUR 

I 

'~~ . i .: Co'. r-:;' i- -r" _..._- -,-.... _I:a==!' 
, !

_ _ . ' '7 _ _ • . , _ . - . _ _._ • ._ _ . . . _ _ • • . • 

!
_ . .. _ _ • - - _ _ -' .A _ _ . , .. 

.-'-"-~"" ~_vr:r--



Lampiran II :	 Peraturan Bupati Lampung Timur 
Nemer : oz. TC'\hvn -z.col 
Tanggal : 10 jClIlUQfl '2COl 

ALUR PROSEOUR PEMBERIAN IZIN BELAJAR / PENGUKUHAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL 
01 L1NGKUNGAN PEMERINTAH OAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 

PENGAJUAN PERMOHONAN OLEH PNS 
KEPADA PIMPINAN UNIT KERJA UNTUK 

MEMPEROLEH IllN BELAJAR I PENGUKUHAN 
IllN BELAJAR 

1 
PIMPINAN UNIT KERJA MENELITI DAN 

MEMPERTIMBANGKAN PNS YANG AKAN IllN 
BELAJAR I PENGUKUHAN 

IllN BELAJAR 

2 
PIMPINAN UNIT KERJA MENGUSULKAN PNS 

YANG BERSANGKUTAN KEPADA BUPATI 
MELALUI BAGIAN KEPEGAWAIAN 

.J 1 

..;-\ 
• 

PENETAPAN PEMBERIAN IllN BELAJAR I 
PENGUKUHAN IllN BELAJAR OLEH BUPATI 

LAMPUNG TIMURATAUPEJABAT LAIN YANG 
DI TUNJUK 

4 

BAGIAN KEPEGAWAIAN MENERIMA USULAN 
DARI UNIT KERJA DAN MENGINVENTARISIR 

(SELEKSI ADMINISTRATIF) TERHADAP 
BERKAS PNS YANG MENGAJUKAN IllN 
BELAJARI PENGUKUHAN IllN BELAJAR 

B~PUN~~ 

S AI 0 N O. ~/ 
~ur isindan tube! 



-- - -- -. , _ _ .._	 . , ~ •. ., .., _.._-. _ _.._~.- , _ __.__.. . :: .~.-.--. ":,:~_,,,:,- ._~ - ,_ ..-. .. .,- ~- -.,._ . - _ .	 . -

~ 

Lampiran III :	 Peraturan Supati Lampung Timur 
Nomor : 02 T~hvn '2COl 
Tanggal : \!7 Jcmwfi 2COl 

PROSEDUR PEMBERIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 
DI L1NGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 

I 
I PENGAJUAN PERMOHONAN OLEH PNS 

KEPAO,I\ PIMPINAN UNIT KERJA UNTUK ]! 
I MEMPEROLEH PENYESUAIAN KENAIKANI 

,,	 PANGKAT 
! 
I 
;
I

i \ 

PIMPINAN UNIT KERJA MENELITI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MENGUSULKAN PNS 
MEMPERTIMBANGKAN PNS YANG AKAN 
MENGAJUKAN PENYESUAIAN KENAIKAN 

2 
~ 

YANG BERSANGKUTAN KEPAOA BUPATI 
MELALUI BAGIAN KEPEGAWAIAN 

PAt ~ G KA T 

I 
31 

,I

i BAGIAN KEPEGAWAIAN MENERIMA USULAN DARI
! BAGIAN KEPEGAWAIANMENYIAPKAN BAHAN
I UNIT KERJA DAN MENGINVENTARISIR (SELEKSIPENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT I UJIANPENETAPAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR I 

ADMINISTRATIF) TERHADAP BERKAS PNS YANGPENYESUAIAN IJAZAH DARI PNS YANGPENGUKUHAN IZIN BELAJAR OLEH BUPATI I MENGAJUKAN PENYESUAIAN KENAIKAN45 B~RSANGKUTAN . BAGI PNS YANG DINYATAKANLAMPUNG TIMUR ATAU PEJABAT LAIN YANG l PANGKAT DENGAN MEMPERHATIKAN FORMASILU _US, MENGAJUKAN USUL KENAIKAN PANGKAT01 TUNJUK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH SETELAHKEPADA BUPATI MELALUI KEPALA BAGIAN 
DILAKUKAN PEMBAHASAN OLEH TIMKEPEGAWAIAN 

.. ''''' - .I	 --­
., 

UNG T I MUR ISUPATI _) 

~ '~ 
"... 

JS A -r"";';'O""""Nl""'r"Or--­


